ABSTRAK

Kontra Garansi Bank merupakan perjanjian accessoir yang melekat dan
tidak dapat dipisahkan dari perjanjian pokoknya. Pada saat terjadi peralihan hak
tagih melalui subrogasi, maka seluruh subjek hukum dalam perjanjian pokoknya
wajib dilibatkan secara lengkap didalam persidangan. Namun, pada penerapannya
terjadi permasalahan dalam perkara sengketa Kontra Garansi Bank pada Putusan
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 501/Pdt.G/2024/PN.Sby jo. Putusan
Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 73/Pdt/2025/PT.Sby jo. Putusan Mahkamah
Agung Nomor : 2810 K/Pdt/2025 yang mana mengenai permasalahan kurangnya
pihak yang wajib dilibatkan dalam persidangan masih terjadi perdebatan pendapat

di dalam tiga tingkatan peradilan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif.
Adapun pendekatan penelitiannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan (Statute approach) dan pendekatan kasus (Case approach)
yaitu dengan cara mengkaji dan menelaah undang-undang sesuai dengan isu
hukum yang diangkat terkait analisis yuridis kedudukan para pihak dalam
sengketa Kontra Garansi Bank (Studi Putusan Nomor : 501/Pdt.G/2024/PN.Sbhy
jo. Putusan Nomor : 73/Pdt/2025/PT.Sby jo. Putusan Nomor : 2810 K/Pdt/2025).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim
Mahkamah Agung pada Putusan Nomor : 2810 K/Pdt/2025 kurang tepat karena
menilai hak subrogasi sebagai hubungan hukum dalam perjanjian yang berdiri
sendiri. Berdasarkan Pasal 1821 BW, subrogasi dan Kontra Garansi Bank
merupakan perjanjian accessoir yang bergantung pada perjanjian pokoknya.
Akibat hukum dari tidak dimasukkannya PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari dan
Bank BRI sebagai pihak membuat perkaranya menjadi kurang lengkap karena

tidak melibatkan semua pihak dalam perkara.
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ABSTRACT

A Counter-Bank Guarantee is an accessory agreement that is inextricably
linked to its principal agreement. When a transfer of the right to claim occurs via
subrogation, all legal subjects involved in the principal agreement must be fully
included in the legal proceedings. However, a dispute regarding a Counter Bank
Guarantee speciafically in the case comprising Surabaya District Court Decision
No.501/Pdt.G/2024/PN.Shy, Surabaya High Court Decision
No.73/Pdt/2025/PT.Sby, and Supreme Court Decision No0.2810 K/Pdt/2025
revealed conflicting opinions across these three judicial levels regarding the issue

of necessary parties being omitted from the proceedings.

This study employs a normative reserch method. The research utilizes both
the statute approach and the case approach, involving an examination and
analysis of relevant laws in light of the legal issue at hand : the juridical standing
of the parties in a Counter Bank Guarantee dispute (Based on the aforementioned

series of court decisions).

The research findings indicate that the reasoning of the Supreme Court
Panel of Judges in Decision N0.2810 K/Pdt/2025 was flawed, as it treated the
right of subrogation as a legal relationship within a standalone agreement.
Pursuant to Article 1821 of the Civil Code (BW), both subrogation and Counter
Bank Guarantees are accessory agreements dependent upon the principal
agreement. The legal consequence of failing to include PT Dok & Perkapalan
Kodja Bahari and Bank BRI as parties is that the case is rendered incomplete, as

it does not involve all the necessary parties.
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